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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1355/Pdt.P/2024/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang

Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh: 

Mahrip  Bin  jumrah,  lahir  di  Cemare,  12  Desember  1968,  Agama  Islam,

pendidikan  Sd  Sederajat,  Pekerjaan  Nelayan,  tempat

tinggal  di  Dusun  Cemare,  Desa  Lembar  Selatan,

Kecamatan  Lembar,  Kabupaten  Lombok  Barat,  sebagai

“Pemohon I”;

Nurmin  Binti  Muksin, lahir  di  Cemare,  12  November  1970,  agama  Islam,

pendidikan  SD  sederajat,  Pekerjaan  pedagang,  tempat

tinggal  di  Dusun  Cemare,  Desa  Lembar  Selatan,

Kecamatan  Lembar,  Kabupaten  Lombok  Barat, sebagai

“Pemohon II”;

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal 26

November  2024  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Giri

Menang  pada  tanggal  29  November  2024  dengan  register  perkara  Nomor

1355/Pdt.P/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun  2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan

pernikahan  menurut  ketentuan  syariat  Islam  di  Dusun  Cemare,  Desa

Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan

Pemohon  II  berstatus  Perawan,  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali
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nikah  ayah kandung pemohon II bernama Muksin dan dihadiri saksi nikah

masing-masing bernama  Nurminah dan Muliadi dengan maskawin  berupa

uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar

tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan

untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai  5 (lima) orang anak

anak bernama: 

a. Trendi Rahman, Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1999;

b. Marniati Ningsih, Perempuan, Lahir tanggal 18 November 2001;

c. Taufik Hidayat, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Februari 2004;

d. Arif  Arozi, laki-laki,  Lahir tanggal 12 September 2007 dan Kaira

Putri, Perempuan, Lahir tanggal 15 September 2016;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama

Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di

PPN/KUA setempat,  sehingga Pemohon I  dan Pemohon II  tidak memiliki

buku  kutipan  Akta  Nikah,  oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikah,  agar  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar

biaya  perkara  sesuai  surat  bukti  berupa  376/DS-LBRS/XI/2024 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Lembar,

Desa  Lembar  Selatan,  maka  mohon  untuk  diizinkan  berperkara  secara

cuma-cuma (Prodeo);

 Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan

Pemohon II  mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis
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Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai

berikut: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahrip Bin jumrah) dengan

Pemohon II (Nurmin Binti Muksin) yang dilaksanakan pada tanggal  2002 di

Dusun  Cemare,  Desa  Lembar  Selatan,  Kecamatan  Lembar,  Kabupaten

Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan

hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Hakim  Tunggal,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan ke Pengadilan  Agama  Giri  Menang

sehubungan  dengan  permoh onan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II,

dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan tujuan  permohonan  Pemohon I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;
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Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan

Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II secara

lisan menyatakan kehendak mencabut permohonanya serta mohon dikabulkan;

Menimbang  bahwa  mengenai  pencabutan  gugatan/permohonan  tidak

diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik

dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  maupun  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga

untuk  menilai  pencabutan  tersebut  dan  dalam  rangka  mengisi  kekosongan

hukum, Hakim patut  merujuk dan berpedoman pada Pasal  271 dan 272 Rv

(Reglement  of  de  Rechtsvordering)  sesuai  dengan  prinsip  process

doelmatigheid (kepentingan beracara) dan process order (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada

dasarnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mencabut Permohonannya. Dan

pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang,  in  casu bahwa oleh  karena Pemohon I  dan Pemohon II

mencabut perkara ini  di  muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  patut  untuk  dikabulkan  dan  memerintahkan

Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  dirubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka seluruh biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada para

Pemohon,  namun  berdasarkan  penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Giri

Menang  Nomor:  1355/Pdt.P/2024/PA.GM  tanggal  29  November  2024,  para

Pemohon telah  diberi  izin  untuk  berperkara  secara  prodeo,  oleh  karenanya

seluruh biaya perkara yang timbul dari  perkara ini  dibebankan kepada DIPA

Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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        MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1355/Pdt.P/2024/PA.GM;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2024; 

Demikian  ditetapkan  oleh  Ahmad  Muliadi,  S.Sy.  Hakim  Pengadilan

Agama Giri Menang pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut, didampingi oleh Siti Nurwahidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Hakim Tunggal,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Perincian biaya : NIHIL
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